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ABSTRAK

Asas Exeptio Non Adimpleti Contractus berlaku bagi kontrak timbal balik yaitu keadaan
keberatan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya untuk dilakukan, dan
telah dilanggar oleh pihak kreditor telah melanggar kontrak yang telah disepakati oleh PT
PT. Telkomsel dengan PT Prima Jaya Informatika. Gugatan pailit PT Prima Jaya Informatika
kepada PT PT. Telkomseldiawali pada saat perjanjian kerja sama telah dilanggar oleh salah
satu pihak dikarenakan adanya pesanan sehingga menyebabkan hutang PT PT. Telkomsel.
Asas exceptionio non adimpleti contractus sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerja
sama. Dalam kasus yang sama seperti ini terkait dengan adanya pihak yang telah dilakukan
sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama, maka disarankan bahwa
Majelis Hakim mempunyai sudut pandang yang sama dengan asas exceptionio non adimpleti
contractusdalam mencapai vonis seperti dalam kasus ini. Seharusnya putusan untuk kasus
seperti ini tidak hanya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku saja akan tetapi
juga mengacu pada yurisprudensi.

Kata Kunci : Asas, Kontrak, Kerja Sama, Timbal Balik, Pailit

ABSTRACT

The Exeptio Non Adimpleti Contractus principle applies to reciprocal contracts, namely a state of
objection in which one party does not fulfill its obligations to be carried out, and has been violated by
the creditor in violating the contract agreed upon by PT PT. Telkomsel with PT Prima Jaya
Informatika. The lawsuit of bankruptcy by PT Prima Jaya Informatika to PT PT. Telkomselbegan
when the cooperation agreement was violated by one of the parties due to an order which caused PT
PT. Telkomsel's debt. The principle of exceptionio non adimpleti contractus as stipulated in the
cooperation agreement. In the same case as related to the existence of a party that has been carried out
as agreed in the cooperation agreement, it is recommended that the Panel of Judges have the same
viewpoint as the principle of exceptionio non adimpleti contractus in reaching a verdict as in this
case. Decisions for cases like this should not only be based on applicable legal provisions but also refer
to jurisprudence.

Keywords: principles, contracts, cooperation, reciprocal, bankruptcy



1. Pendahuluan

a. Latar Belakang Masalah

Sila ke-5 Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Dalam Sila ke- 5 tersebut ada unsur salah satu tujuan hukum yaitu keadilan. Indonesia
adalah negara yang sedang berkembang. Seiring dengan hal tersebut maka dunia bisnis juga
sedang berkembang pula. Dalam dunia bisnis tidak lepas dari adanya perjanjian antar
pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya. Pelaku bisnis ini bisa orang perorangan
ataupun badan hukum. Dalam perjalannya tidak semua perjanjian berakhir dengan baik,
ada kalanya perjanjian tersebut berakhir dengan adanya perkara antara para pihak yang
terlibat dalam perjanjian tersebut.

Berjanji sesuatu berarti mengikat diri secara membebankan pada diri sendiri suatu
kewajiban.! Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak berakibat adanya kewajiban yang
harus dipenuhi dalam menyelesaikan perjanjian tersebut. Dalam hukum perjanjian dikenal
dengan adanya perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Pada perjanjian timbal balik
ada kewajiban yang haru dipenuhi baik oleh debitur maupun kreditur. Kalau diteliti betul-
betul tidak ada persetujuan yang tidak bersifat timbal balik.2 Hal ini dikarenakan dalam
suatu perjanjian kedua belah pihak baik kreditur maupun debitur memiliki kewajiban
masing-masing.

Dasar umum hukum kepailitan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
selanjutnya disebut KUHPer. Pada masa awal reformasi banyak perusahaan yang
mengalami kebangkrutan karena adanya krisis ekonomi. Pada awalnya Indonesia
menggunakan peraturan kepailitan yaitu Faillissement Verordening yang tertuang dalam S.
1905-217 juncto S 1906-348, kemudian karena adanya Kkrisis ekonomi dan banyak
perusahaan yang bangkrut, pemerintah menganggap bahwa adanya kebutuhan yang
mendesak maka pemerintah mengeluarkan Perpu no. 1 tahun 1998.3Seiring dengan
perkembangan maka pada tahun 2004 DPR mengesahkan Undang-Undang nomor 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya
disebut UUKPKPU.

Kepailitan menurut UUKPKPU pasal 1 angka 1 adalah Kepailitan adalah sita umum
atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan
oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. Syarat untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan menurut UUKPKPU
pasal 2 angka 1 adalah Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor dan sedikitnya
satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Uang yang dipinjam dari orang lain adalah pengertian utang secara sederhana
sedangkan pengertian utang dalam UUKPKPU pasal 1 angka 6 adalah utang adalah
kewajiban yag dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang
Indonesia maupun mata uang asingbaik secara langsung maupun yang akan timbul di
kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang
wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk

iWirjono Projodikoro, 2011, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung, Mandar Maju, , hal 42
Ibid, hal 96
® Munir Fuadi, 2014, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung, Citra Aditya Bakti,hal, 6
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mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.Siti Anisah menyebut pengertian
utang dalam arti sempit, yaitu kewajiban yang muncul dari perjanjian yang dibuat kreditor
dan debitor.4 Hal ini mengandung maksud bahwa utang bukan hanya masalah pinjam
meminjam uang akan tetapi jugakewajiban para pihak yang muncul dalam perjanjian.
Pengertian utang dalam UUKPKPU sangat luas dan dapat menimbulkan kekaburan dalam
hukum kepailitan. Masalah wanprestasi yang harusnya diselesaikan dengan hukum
perjanjian dapat dialihkan melalui hukum kepailitan, hal ini disebabkan wanprestasi dalam
hukum perjanjian bisa dianggap menjadi utang dalam hukum kepailitan. Pengertian utang
yang begitu luas dalam UUKPKPU dan ditambah dengan begitu mudahnyanya persyaratan
dalam mengajukan permohonan pailit yang tidak menyebut secara pasti utang mana saja
yang menjadi dasar permohonan pailit menyebabkan begitu mudahnya permohonan pailit
diajukan.

Dalam UUKPKU pasal 8 angka 4 di sebutkan bahwa Permohonan pailit harus
dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa
persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah
terpenuhi. Asas exceptio non adimpleti contractus dalam perjanjian mengakibatkan
pemeriksaan tidak dapat dilakukan secara sederhana dikarenakan adanya keberadaaan
utang yang masih diperdebatkan.

Pada tanggal 14 September 2012 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat telah membuat putusan nomor 48/PAILIT/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst yang isinya sangat
mengejutkan yaitu bahwa PT. Telekomunikasi Selular yang selanjutnya disebut sebagai PT.
PT. Telkomsel dinyatakan pailit. Pengadilan Niaga memvonis pailit PT. PT. Telkomsel atas
permohonan pailit dari PT. Prima Jaya Informatika. Kemudian atas putusan tersebut PT. PT.
Telkomsel mengajukan kasasi.

Dalam putusan kasasi dengan nhomor putusan No. 704K/Pdt.Sus/2012 diungkapkan
bahwa pada awal tahun kedua berjalannya perjanjian kerjasama tepatnya pada tanggal 20
Juni 2012 PT. Prima Jaya Informatika menyampaikan Purchase Order dengan nomor
NO.PO/PJI-AK/V1/2012/00000027 dengan nilai Rp 2.595.000.000,00 (dua milyar lima ratus
sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 21 Juni 2012 PT. Prima Jaya
Informatika menyampaikan Purchase Order dengan nomor No.PO/PIJI-
AK/V1/2012/00000028 dengan nilai Rp 3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta
rupiah), lalu PT. PT. Telkomsel menerbitkan penolakan atas kedua Purchase Order tersebut
melalui email.

Atas adanya pelanggaran perjanjian kerjasama yang dilakukan olen PT. PT.
Telkomsel tersebut menjadi dasar PT. Prima Jaya Informatika mengajukan perohonan pailit
ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pelanggaran perjanjian seharusnya masuk kedalam
wanprestasi. Apabila ada kelalaian debitor dalam pelaksanaan prestasi, mengalami
keterlambatan waktu yang sudah diperjanjikan maka debitor melakukan wanprestasi.

Pada puncaknya tanggal 14 September 2012 majelis hakim pengadilan Niaga Jakarta
Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika dan
Termohon yaitu PT. PT. Telkomsel dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

* Siti Anisah, 2008, Perlindungan Kepentiangan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di
Indonesia, Yogyakarta, Total Media, Yogyakarta, hal. 44
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Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan pailit adalah Pemohon bisa memberikan
bukti bahwa adanya fakta atau keadaan yang secara sederhana.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU adalah syarat untuk diajukan pailit, PT. PT.
Telkomsel telah memenuhi unsur tersebut karena memiliki utang jatuh tempo yang dapat
ditagih oleh PT. Prima Jaya Informatika sebesar Rp 5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus
enam puluh juta rupiah). PT. PT. Telkomsel juga terbukti memiliki utang yang jatuh tempo
kepada kreditur lain yaitu PT. Extend Media Indonesia dengan jumlah total sebesar Rp
40.326.213.794,00 (empat puluh milyar tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga belas
ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah.

Atas hasil tersebut PT. PT. Telkomsel mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah
Agung atas putusan pailit Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hasilnya atas pemeriksaan
majelis hakim pada tingkat kasasi pada hari Rabu Tanggal 21 November 2012 majelis hakim
membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
48/Pailit/2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst. dengan putusan Nomor 704K/pdt.Sus/2012.

Yang menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung adalah  dalil
pemohon pailit atas adanya utang termohon pailit dibantah oleh termohon pailit dengan
tidak memenuhinya unsur-unsur dalam pasal 8 UUKPKPU, sebab dalam perkara ini
tentang adanya utang termohon pailit kepada pemohon pailit pembutiannya tidak bisa
dilakukan secara sederhana sehingga permohonan pailit dari pemohon pailit tidak
memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (4) UUKPKPU, jadi kompetensi absolut penyelesaian
perkara tersebut harusnya pada Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa PT. PT. Telkomsel menangkis dalil-dalil
yang diajukan PT. Prima Jaya Informatika dengan menggunaan prinsip exceptio non adimpleti
contratusoleh karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut.

b. Rumusan masalah.

Rumusan masalah ini bertujuan untuk menegaskan dan memberi batasan tentang
masalah yang akan diteliti sehingga dapat memecahkan masalah secara jelas dan sistematis.
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut 1.
Bagaimana keberadaan asas exceptio non adimpleti contractus dalam KUHPer dan
UUKPKPU?Bagaimana keberadaan asas exceptio non adimpleti contractus dalam penyelesaian
perkara kepailitan antara PT. PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika?

2. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitiansyuridis normatif. Hal inisdikarenakan yang
menjadi objek penelitiansadalah norma. Dalam penelitianshukum normatif yangsdigunakan
adalah penelitianskepustakaan yang menggunakansjenis data sekunder. Penelitianshukum
normatif adalahspenelitian hukum yangsmengkaji hukum tertulissdari berbagai aspek,
yaitu aspek teori,ssejarah, filosofi, perbandingan,sstruktur dan komposisi,slingkup dan
materi,skonsistensi, penjelasansumum dan pasalsdemi pasal, formalitassdan kekuatan
mengikat suatusundang-undang, serta bahasashukum yang digunakanstetapi tidak
mengkajisaspek terapan atausimplementasinya.5 Adapunsdata sekunder yangsdigunakan
antara lainsbahan hukum primer, dansbahan hukum sekunder.

3. PEMBAHASAN

*Abdulkadir Muhammad,2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal.101
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a. Keberadaan Asas Exeptio Non Adimpleti Contractus Dalam KUHPer dan KPKPU

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum privat yang
berlaku di Indonesia adalah KUHPer. KUHPer terbagi menjadi empat buku yaitu buku satu
adalah tentang orang, buku dua tentang benda, buku tiga tentang perikatan, dan buku
empat adalah tentang pembuktian dan kadaluarsa.

Perjanjian terdapat dalam buku tiga yaitu tentang perikatan. Dalam perjanjian ada
yang dikenal namanya perjanjian timbal balik dimana didalamnya kreditur dan debitur
masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang saling berkaitan. Jadi masing-masing
debitur dan kreditur harus melaksanakan prestasi masing-masing agar tujuan dari perjanian
timbal balik tersebut dapat terlaksana dan selesai.

Sesuai dengan KUHPer pasal 1234 prestasi dalam perjanjian adalah pelaksanaan
semua hal yang terdapat dalam perjanjian yag isinya memberikan sesuat, untuk berbuat
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.6 Dalam perjanjian timbal balik apabila slah satu
pihak tidak melaksakan prestasi maka berakibat pihak yang lain tidak dapat melaksanakan
prestasinya’. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik yang dapat berujung pada putusan
pengadilan.

Dalam perjanjian jual beli khususnya yang termuat dalam KUHPer Pasal 1478 yang
berbunyi “Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum
membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan kepadanya.”
Dengan hal tersebut maka pembeli harus membayar terlebih dahulu barang sesuai yang
termuat dalam perjanjian dan pembeli tidak dapat menuntut penyerahan barang sebelum
barang tersebut dibayar. Jadi dalam pasal tersebut bahwa memuat adanya perjanjian timbal
balik, dimana baik pihak penjual dan pihak pembeli mempunyai prestasi yang saling
berkaitan erat.

Dalam hukum perdata ada banyak asas yang berlaku. Salah satunya adalah Asas
Exceptio non adimpleti contactus. Menurut Riduan Syahrani Asas Exceptio non adimpleti
contactus adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan
perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan
perjanjian sebagaimana mestinya.® Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan
tangkisan nya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban apa-apa atas tidak
dilaksanakan nya perjanjian tersebut.

Dalam KUHPer tidak disebutkan secara nyata tentang asas tersebut. Akan tetapi asas
tersebut tersirat dalam beberapa pasal, antara lain dalam pasal 1478. Dalam pasal tersebut
mambahas tentang perjanjian jual beli dimana pihak penjual dan pembeli membuat suatu
perjanjian yang mengikat satu sama lain. Pihak penjual dan pembeli mempunyai hak dan
kewajiban masing-masing yang saling berkaitan erat dan pemenuhan prestasi atas masing-
masing pihak.

® Ficky Nento, 2016, Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, Vol.5, no. 5, hal. 74

"Felly Yanti Sheili Lumempouw, 2017, Kedudukan Hukum Pihak Pembeli terhadap Pihak Penjual yang
Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Menurut Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Lex Crimen, Universitas Sam Ratulangi, vol. 1 no.1, hal. 112.

8Subekti,1990, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Intermasa, hal. 45

°Riduan Syahrani, 2004, Seluk-beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni.,hal. 242
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Sebagai penjual berhak menentukan harga jual dari obyek atau barang yang
diperjual belikan, sedangkan pembeli berhak menerima barang apabila sudah terjadi
pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada dasarnya jual beli
adalah perjanjian timbal balik dimana para pihak yang termasuk didalam perjanjian
tersebut masing-masing memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pemenuhan prestasi.
Dalam KUHPer perjanjian jual beli menganut sistem obligatoir saja yang berarti perjanjian
jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak penjual
dan pembeli. Hal tersebut berarti penjual berkewajiban untuk menyerahkan hal milik atas
barang yang dia jual dan sekaligus berhak menuntut pembayaran atas barang yang
dijualnya sesuai dengan kesepakatan dan kemudian si pembeli berkewajiban untuk
membayar harga barang yang dijual sesuai dengan kesepakatan dengan penjual dan juga
berhak menuntut penyerahan atas barang yang dibelinya.

Jadi menurut KUHPer perjanjian jual beli belum memindahkan ha milik atas barang
yang dijual. Hak milik atas barang baru berpindah apabila sudah terjadi levering atau
penyerahan, jadi pemindahan hak milik terjadi apabila sudah terjadi levering atau
penyerahan. Para sarjana Belanda levering dikonstruksikan sebagai zakelijke overeenkomst
atau disebut sebagai persetujuan tahap kedua antara penjual dan pembeli yang secara
khusus bermaksud untuk perpindahan hak milik antara penjual dan pembeli.

Dalam perjanjian jual beli menurut KUHPer yang telah disebutkan diatas maka
apabila pembeli menuntut penyerahan barang oleh penjual sesuai dengan yang telah
disepakati padahal pembeli belum memenuhi kewajibannya membayar sesuai ketentuan
kesepakatan kedua belah pihak maka penjual menangkis tuntutan tersebut dengan asas
Exceptio non adimpleti contactus. Asas tersebut digunakan oleh penjual karena pembeli belum
melaksanakan kewajibannya oleh karena itu berakibat penjual tidak bisa menyerahkan
barang yang menjadi obyek jual beli. Dengan kata lain dalam perjanjian jual beli maka
pembeli harus membayar terlebih dahulu barang yang telah disepakati dengan penjual apa
yang menjadi obyek jual beli tersebut.

Tangkisan yang dilakukan penjual menurut KUHPer tidak disebutkan akan tetapi
menurut para sarjana hal tersebut secara logika boleh dilakukan. Asas Exceptio non adimpleti
contactusmelindungi para pihak yang secara langsung melakukan perjanjian timbal balik.
Karena pada dasarnya perjanjian timbal balik menuntut masing-masing pihak
melaksanakan kewajibannya hingga tercipta prestasi masing-masing pihak.

Apabila terjadi konflik antara penjual dan pembeli yang dimana pembeli belum
melaksanakan kewajibannya sehingga penjual juga tidak bisa melaksanakan kewajibanya
maka Penjual akan melawan dengan exceptio non adimpleti contractus yang tentunya ingin
menghindar dari kewajibannya memenuhi prestasi dalam perikatan. Jalan keluar bila
penjual mau terlepas dari kewajiban perikatannya yaitu dengan menuntut pembatalan
perjanjian. Pada dasarnya tuntutan pemenuhan dan pembatalan boleh dikemukakan para
pihak dalam perjanjian, terlepas dari, apakah ia sendiri sudah memenuhi kewajibannya atau
belum.

Namun demikian, mengingat dalam perjanjian timbal balik kedua prestasi timbal
balik berhubungan sangat erat satu sama lain, maka kiranya bisa diterima, bahwa kalau

“Rosdalina Bukido, 2009, Urgensi Perjanjian Dalam Hubungan Keperdataan, Jurnal lilmiah Al-Syir’ah,
Institut Agama Islam Manado, vol 2, hal. 8



pihak yang satu menuntut pemenuhan dari pihak yang lain, maka ia sendiri sudah harus
memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut. Hal itu berarti, bahwa seharusnya
exeptio non adimpleti contractus bisa diterima secara umum.
b. Keberadaan asas exceptio non adimpleti contractus dalam penyelesaian perkara

kepailitan antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika

PT Prima Jaya Informatika telah melakukan suatu perjanjian dengan PT. Telkomsel
sebagaimana telah diletakan di dalam sebuah bentuk yaitu adalahberupa Perjanjian
Kerjasama yang telah disepakati tentang adanya Penjualan dari Produk PT. Telkomselu.
Adanya Perjanjian kerjasama yang terjadi tersebut yaitu telah dibuat dengan berdasarkan
dari surat Nomor PKSsPT. Telkomsel:sPKS.591/1L.G.05/SL-01/VI1/2011sdan juga terdapat
pada surat Nomor PKS Prima Jaya Informatika : 031/PKS/PJI-TD/V1/2011 tertanggal 1 Juni
2011, yang mana di dalam suatu perjaanjian kerjasama yang tersebut telah setuju dan juga
disepakati oleh semua pihak bahwa PT. Prima Jaya Informatika telh ditunjuk untuk dapat
mendistribusikan bendanya Kartu Prima Voucher Isi Ulang. Pada Perjanjian Kerjasama
yang telah disepakati ini juga ini berlakunya adalah selamas2 tahun dan terhitung dari sejak
tanggal dimana adanyakontrak Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani, yaitu adalah
pada tanggal 1 Juni 2011 serta akan berlaku sampi dengan pada tanggal 1 Juni 2013.

Tentang hak dari PT. Telkomsel yang juga berkaitan erat dengan adanya evaluasi
kerja pada PT. Prima jaya Informatika, sebagaimana juga telah diatur di dalam Pasal 6.4
yang menyatakan bahwa di dalam hal MITRA (PT Prima Jaya Informatika) sebagaimana
telah melakukan sebuah pelanggaran ataupun tindakan penyimpangan tidak sesuai
kesepakatan dari apa saja yang sudah disepakati dan juga terkait pula dengan adanya
Perjanjian Kerjasama yang terjadi ini, pihak dari PT. Telkomsel sendiri tentu dapat
membatasi bisa juga untuk mengurangi ataupunjuga bisa memberhentikan adanya pasokan
dari salah satu ataupun dari secara keseluruhan yang ada yaitu jenis produk dari PT.
Telkomsel yang sebagaimana juga dijual maupun telah dipasarkan oleh pihak MITRA. Dan
PT. Prima Jaya Informatika juga secara sigap dan juga tegas di dalam perikatan yang timbul
dari Perjanjian Kerjasama telah menyatakan sebagaimana bahwa pihaknya bersedia untuk
dapat mengikuti segala masa percobaan yang telah disepakati yaitu selama 12 bulan juga
dengan adanya evaluasi setiap waktu 6 bulan dan sebelum dilaksanakan yaitu seluruh
ketentuan yang ada dan disepakati dari Perjanjian Kerjasama tersebut. Maka dengan kata
lain pual, pada rentan waktu sekama 12 bulan pertama maka pelaksanaan dari Perjanjian
Kerjasama, dari pihakPT. Prima Jaya Informatika tentu saja berada di dalam massa
percobaan dan dengan adanya evaluasi setiap waktu 6 bulan danjuga tentu nya apabilaPT.
Prima Jaya Informatikayang tidak memenuhi ataupun melanggar dari ketentuan yang ada
di dalam perikatan yang telah disetujui dala Perjanjian Kerjasama, maka tentunyaPT.
Telkomsel bisa saja untuk menghentikan alokasi produk.!!

Selama ini memang mekanisme yang telah dilaksanakan dari perjanjian yang ada
tersebut sebagaimana telah dilaksanakan oleh pihak PT. Prima Jaya Informatika didalam
aktivtas pengambilan dari Alokasi Kartu Perdana seta juga Voucher Kartu Prima dari PT.

“Yulia, 2015, Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Perkara Kepailitan(studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung No. 704 K/pdt.sus/2012 antara PT. Telkomsel Melawan PT. Prima Jaya
Informatika), Premise Law Journal, Universitas Sumatera Utara, vol. 4, hal. 10



Telkomsel. Lalu atas dasar pengiriman dari Purchase Order-Purchase Order tersebut,
tentunya daru PT. Telkomsel sendiri telah menerbitkannya yaitu sebagai berikut :

a. Untuk Purchase Order No. PO/PJI-AK/V1/2012/00000027,stanggal 20 Juni2012,

(bukti PP-7), PT. Telkomsel telah menerbitkan penolakan melalui E-Mail tertanggal

20 Juni 2012 yang pada pokoknya yang menyatakan sampai saat ini kami belum

menerima perintah selanjutnya mengenai pendistribusian produk PRIMA, maka

bersama ini kami belum bias memenuhi permintaan alokasi tersebut;

b. Untuk PurchasesOrder No.PO/PJI-AK/V1/2012/00000028,stanggal 21 Junis2012,PT.

Telkomselstelah menerbitkan penolakan melalui E-Mail tertanggal 21 Juni 2012,

(bukti PP-8), yang pada pokoknya menyatakan menghentikan sementara alokasi

produk PT. Prima Jaya Informatika.

Menuruti dari adnaya pihak dari PT. Prima Jaya Informatika telah mendalilkan bhwa
dengan adanya penolakan yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh pihak dari PT.
Telkomsel sendiri tersebut, atas darsa dari Purchase Order Nomor PO/PJI-AK/V1/2012/
00000027, maka pada tanggals20 Juni 2012 , maka akhirnya dapat menimbulkan suatu utang
yang sangat besar yaitu adalah sebesar Rp. 2.595.000.000,00 yang sebagaimana telah jatuh
tempo dan pada tanggal 25 Juni 2012 berikut bagi Purchase Order Nomor PO/PII-
AK/V1/2012/00000028, maka pada tanggal 21 Juni 2012 vyaitu adalah sebesar Rp
3.025.000.000,- telah jatuh tempo yaitu pada tanggal 25 Juni 2010, jadi sehingga total semua
tagihan yang ada adlah sebanyak Rp 5.260.000.000,00.22 Dan pihak PT. Prima Jaya
Informatika sebagaimana berusaha keras telah berusaha untuk dapat melaksanakan
penagihan atas segala banyaknya utang-utang tersebut diatas kepada pihak PT. Telkomsel,
dengan juga menyampaikan sebuah peringatan pertama serta juga terakhir (bisa dibilang
somasi) terhadappihak PT. Telkomsel, maka pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor:
022/P/KC/VI1/2012, maka memsng sulit untuk bisa melaksanakan perikatan yang baik
dalam Perjanjian Kerjasama, tetapi sampai dengan permohonan pailit didaftarkan pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka pihak dari PT. Telkomsel yang belum membayar
sejumlah utang-utang tersebut yang telah disebutkan nominalnya.!3

Di dalam beberapa waktu terkahir pertemuan yang sudah dilakukan dari pihak
kedua belah pihak, yaitu dari pihakPT. Telkomseltelah bersikukuh juga bahwa dari
pihaknya yang baru akan melaksanakansuatu kewajibannya yaitu setelah dari pihak PT.
Prima Jaya Informatikayang telah memenuhi semua kewajibannya dan sebagaimanatelah
sesuai dengan kesepakatan klausul yang mana tertera dan ada di dalam isi perjanjian
tersebut.

Menurut pihak dari PT. Telkomsel yang memiliki dalil bahwa pihak PT. Prima Jaya
Informatika yang belum melaksanakankewajiban untuk pembayaran kepada PO
NO.PO/PKIAK/V/2012/00000026 yang sebagaimana tertanggal pada tanggal 9 Mei 2012
yaitu sebesar nominalnyaRp. 4.800.000.000,-padahal dari pesanan tersebuttlah disetujui
(bahasa inggrisnya approved) oleh pihak dari PT. Telkomsel yang sebagaimana jumlahnya

“Diana Kusumasari, Purchase Order (PO) Bisa Dianggap Sebagai Perjanjian,
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ed4544e20d4b/apakah-purchase-order-(po)-bisa-dianggap-
sebagai-perjanjian?, Diakses Tanggal 20 Desember 2018

Bwibowo T. Tunardi, Putusan Pailit Telkomsel Bukanlah Akhir Dari Segalanya,
http://www.jurnalhukum.com/putusan-pailit-telkomsel-bukanlah-akhir-dari-segalanya/, Diakses Tanggal 19
Desember 2018.



adlaah sebesar nominal Rp. 4.800.000.000,- di dalam bentuk berupa pesanan Voucer
nominalnya Rp25.000 yaitu sebanyak 200.000 biji kartu voucher.

PT. Prima Jaya Informatika ternyata telah mendalilkan tetang adanya pihak kreditor
lainmya yaitu bahwa dari pihak PT. Telkomsel sendiri juga memiliki utang juga kepada
pihak kreditor lainnya lagi yaitu kepada pihak PT Extent Media Indonesia, maka atas
daanya pelaksanaan kerjasama dari layanan Mobile Data Content, maka untuk periode pada
bulan Agustus 2011 serta pada periode bulan Desember 2011, sebagaimana adanya bukti-
bukti sebagai berikut :

a. InvoiceNo. INV-TSEL.012/V1/2012 tertanggal pada 1 Junis2012, (BuktisKL-1) yaitu
sebesarRp. 21.031.561.274,- (Duaspuluh satu milyarstiga puluh satusjutalima ratus
enam puluhssatu ribu dua ratusstujuh puluh empatsrupiah), sebagaimana sudah
jatuhstempo pada tanggal 8 Junis2012, dan;

b. InvoicesNo. INV-TSEL.013/V1/2012 tertanggal pada 1 Juni 2012, nominalnya
Rp19.294.652.520,00(sembilan belas milyar dua ratusssembilan puluh empat juta
enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh Rupiah), sebagaimana sudah
jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2012;

Dengan adanya total secara keseluruhan dari kedua tagihan tersebut yang sudah
tertera maka sebesar mmominal Rp. 40.326.213.794,-. Meskippun sudah diberikan sebuah
Somasi yang dilakukan pada tanggal 24 November 2011, maka pada surat yang tertanggal 9
April tahun 2012, (bukti KL-4), dan pada surat resmi yangtertanggal pada 26 Mei 2012,
dalam surat yang tertanggal ppada 1 Juni 2012, serta juga dalam Somasi Terakhir yang
tertanggal pada 4 Juli tahun 2012, Nomor:s031.1/LQQ/Extent/VI1/2012, PT. Telkomsel
belumsmelakukan pembayarannyashingga saat ini. Atas dasarsutang dan adanyaskreditor
lainstersebut, pada tanggal 12 Julis2012 PT. Prima Jayasinformatika telahmengajukan
sebuah Permohonan untuk Pernyataan Pailit kepada pihak Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Maka atas adanya permohonan berupa pernyataan pailit dari pihak PT Prima
tersebut tadi itu, maka dari Majelis HakimsPengadilan NiagasJakarta Pusat sendiri juga
memberikan sebuah putusan yaitu adalah di dalam eksepsi, yang menolak eksepsi untuk
eksepsi yang sebagaimana telah diajukan oleh pihak dari PT PT. Telkomselsendiri untuk
seluruhnya dari isi eksepsi tersebut, dan jugadi dalam pokok perkara, yang mengabulkan
permohonan berupa pernyataan pailit dari pihak PT. Prima Jaya Informatika untuk
seluruhnya dari isi pernyataan, dan juga telah menyatakan pailit pada PT. Telkomsel
dengan semua akibat hukumnya.

Di Dalam pertimbangannya, dari pihak Majelis HakimsPengadilan Niaga memiliki
suatu pendapat bahwa atas surat PO Nomor: PO/PJI-AK/V1/2012/00000028 yang
sebagaimana tertanggal pada 21 Juni 2012 yang berjumlah Rp. 3.025.000.000,- (dengan
adanyasegala perincian sebagaimana telah disebutkan diatas), adalah barang yang
seharusnya akan diserahkan oleh pihakPT. Telkomselpada PT. Prima Jaya Informatika bisa
dinilai dengan adanya uang yang ternyata tidk diserhkan kepada pihak PT. Telkomsel itu
sendiri. Maka bahwa berdasarkan Majelis HakimsPengadilan Niaga pengertian dari utang
di dalam UUK serta juga PKPU, adlaah pengertian di dalam arti yang luas, maka dengan
demikian, mengacu kepada ketentuan yang ada pada Pasal 1458 KUHPer, telah menyatakan
yaitu jual beli itu telah dianggap pula telah terjadi pada saat kedua belah yaitu dari pihak



penjual danjuga daripembeli sudah sepakat mengenaiadanya benda dan juga
harganya,yang sekalipun benda tersebut juga belum diserahkan dan di berikan.

Maka sebab itu, dari Hakim juga memiliki pendapat yaitu “objek jual beli” yaitu
adalah berupa sebuah voucher dan juga terdapat kartu perdana,yang termasuk barang yang
tentu sajabisa dinilai pula dengan sejumlah uang, jadi dengan tidak diserahkannya barang
tersebut, maka sesuai dengan isi perikatan perjanjian yang sebagaimana telah disepakati
oleh pihakdari PT. Prima Jaya Informatika dan juga denganPT. Telkomsel adaalah “utang”
dalam arti yang luas, maka dengan demikian definisi dari “utang” yang ini telah terpenuhi.
Dan tidak atau belum adanya approval dari pihak PT. Telkomseldan atas adanya
persetujuan yaitu “Purchase Order” yang sebagaimanatelah diajukan oleh pihak PT. Prima
Jaya Informatikayang tidak ada akibat, dari pihak PT. Telkomsel sendiri tentu tidak
memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang sebagaimana telah diperjanjikan
dengan pihak dari PT. Prima Jaya Informatika sendiri begitu pula juga dengan adanya
alasan dari pihak PT. Telkomsel yang telah meminta suatu evaluasi dari perjanjian terhadap
PT. Prima Jaya Informatika, dikarenakan bersifat sepihak, maka harus ditolak.

Tentang pernyataan dari pihak PT. Telkomsel yaitu PT. Prima Jaya Informatikayang
belum melakukan kewajiban pembayaran karena tidak adanya utang jatuh tempo, dari
pihak Hakim sendiri dengan memakai pertimbangan yang berdasarkan dari bukti (PP-6,
yaitu adalah berupa fotocopy dari Surat PT. Telkomsel tanggal 27 Maret 2012 No:
032/MK.01/SL.06/111/2012) mengenai mekanisme untuk melakukan pengajuan serta juga
pengambilan alokasi, diantara pihak PT. Prima Jaya Infromatika serta pihakPT. Telkomsel
berlaku untuk hal-hal sebagaimana telah tertera sebagai berikut ini :

a. BahwasPT. Prima Jaya Informatika mengajukansPO dilakukan selambat-lambatnya
padashari Rabu maksimalspukul 10.00 Wib

b. POsyang dikirim selanjutnya akan dilakukan proses approval, PT.sPrima Jaya
Informatika dapat melakukanspembayaran setelah mendapat informasi bahwa PO
yang diajukan sudah approval

c. Pembayaransatas PO tersebut dilakukan pada hari Senin paling lambatspukul 12.00
Wib, dan

d. Pengambilansbarang dilakukan meksimals2 (dua) hari setelahspembayaran PO

Dari adanya keterangan dari saksi ahli dari PT. Prima Jaya Informatika, bernama
Yan Apul, SH., tellah menerangkan bahwa ada munculnya memiliki satu utang, yaiitu bisa
muncul didalam suatu perjanjian yang disepakati sendiri oleh para pihak yang melakukan
perikatan jika tidak disebutkan maka harus melihat dari sebelumnya ada atau tidak nya
kejadian-kejadian yang seperti demikian didalam jenis dari produksi serta dari putusan
hakim, dalam Undang-Undang sendiri juga memiliki Lembaga Somasi sendiri.

Lalu berdasarkan dari adanya bukti (PP-9=T-7a, yaitu berupa fotocopy dari Surat
Peringatan dan juga yang Terakhir ( berupa Somasi) kepada pihak dari PT. Telkomsel yang
tertanggal pada 28 Juni 2012 Nomor : 022/P/KC/V1/2012), maka Hakim juga memiliki
pendapat meskipun juga bukti dari surat tersebut tidaklah ada aslinya akan tetapi juga
karena telah diakui keberadaannyadari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian maka
dari Majelis juga tentunya mempertimbangkan bahwa dari pihak PT. Prima Jaya
Informatika sudah mengirimkan Surat peringatan yang pertama dan juga terakhir (berupa
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somasi) kepada pihak PT. Telkomsel, yaitu pada tanggal 28 Juni 2012 Nomor :
022/P/KC/VI1/2012, maka atas dasar dari PO Nomor : PO/PIJI-AK/V1/2012/00000027
tertanggal pada 20 Juni 2012 akhirnya juga menimbulkan utang yaitu adalah sebesar
nominal Rp. 2.595.000.000,- yang telahjatuh tempo padatanggal 25 Juni 2012 berikutuntuk
PO No : PO/PJI-AK/V1/2012/00000028 tertanggal pada 21 Juni 2012 sebesar nominal Rp.
3.025.000.000,- jatuh tempo padatanggal 25 Juni 2012, maka dengan jelas demikian bahwa
atas adanya bantahan serta juga eksepsi dari pihak PT. Telkomsel yang juga menyatakan
pula bahwa PO dari pihak PT. Prima Jaya Informatika yangditolak pihakPT. Telkomsel
bukan utang yang terlambat waktu serta juga dapat ditagih pihak PT. Prima Jaya
Informatika yang jelas sekali tidak terbukti,serta dinyatakan ditolak.

Atas adanya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan juga tersebut diatas, Majelis
Hakim juga boleh memiliki pendapat yang jelas bahwa memiliki bukti secara sederhana
bahwa dari pihakPT. Telkomsel sendiri memang memiliki utang kepada pihak Prima yang
sebagaimana telah jatuh tempo serta bisa ditagih.

Terkait dengan adanya pihak kreditor lain yang telah menjadi dalil oleh PT. Prima
Jaya Informatika, yaitu dari pihak PT. Extent Media Indonesia yang memiliki piutang
seluruhnya sebesar nominal sebanyak Rp. 40.326.213.794,-. Bahwa meskipun bukti KL-1
(fotocopy dari fotocopy pelunasan sebanyak 50% Revenue Mobile Data Content per
Agustus 2011), KL-1a (Fotocopy daricopy dari Berita Acara Rekonsiliasi Data Perhitungan
per Agustus 2011), KL-2 (fotocopy dari copy dari pelunasan sebanyak 50% Revenue Mobile
Data Content setiap bulan September 2011), KL-3 (Fotocopy dari copy yang berupa Somasi
Nomor : 40/LQQ/EM/XI1/2011 tertanggal pada 24 November 2011, KL-7 (fotocopy dari
copy isi Somasi terakhir Nomor : 031/LQQ/Extent/VI1/2012 tertanggal pada 4 Juli 2012),
tidak adanya yang asliakan tetapi oleh karena adanya pengakuan kebenarannya oleh pihak
PT. Telkomsel aerta PT. Prima Jaya Informatika menyatakan telah melaksanakan
pembayaran terhadap adanya tagihan untuk Kreditor lain tersebut maka bila pengakuan
dari PT. Telkomsel dipersidangan adalah alat bukti yangsifat nya sempurna serta juga bukti
dari surat tersebut akan tetap harus dipertimbangkan oleh pihak PT. Telkomselyang
membantah adanya hutang kepada pihak Kreditor lainnya tersebut, dengan adanya alasan
yang telah melakukan kewajiban pembayaran, sebagaimna bukt T-9 sampi dengan adanya
barag bukti T-14.

Hakim memiliki pendapat, dari keterangan ahli dari pihak PT. Telkomsel yaitu Dr.
Gunawan Widjaja, SH., MH serta juga Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeiny, SH., FCB.Arb yang
memberikan juga tentang pendapat bahwa segala persyaratan untuk dapat dinyatakan
pailit haruslah ada 2 orang kreditor serta juga adanya 1 utang yang sebagaimana telah jatuh
tempo serta juga dapat ditagih, dan apabila selama berlangsungnya kepailitan ada
pembayaran dari debitor kepada salah satu kreditor sebelum adanya perkaradiputus
sehingga hanyatinggal 1 kreditor saja, maka permohnan pernyataan pailit sudahtidak
terpenuhi makapermohonan pailit harus ditoak. tas utusan Pengadilan Niaga tersebut, PT.
Telkomsel kemudian mengajukan kasasi keMahkamah Agung, dengan alasanalasan
diantarnya MajelisHakim Pengadilan Niaga tidak mmahami atau sangat kliru dalam
memahami berbaagai hukum perikatanataupunjugaperjanjian Indoneia, hal ini dapat dilhat
dari alasan PT. Telkomsel melakukan penolakan terhadap PO No : PO/PII-
AK/V1/2012/00000027 tanggal 20 juni 2012 dan PO No : PO/PJI-AK/2012/00000028
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tanggal 21 Juni 2012 yang didasarkan oleh kegagalan Prima dalam memenuhi Perjanjian
Kerjasama tentang Penjualan Produk PT. Telkomsel.

Tindakan ingar janji yang telah dilakukan oleh pihakPT. Prima Jaya Informatika
yang tidak melakukan kewwajiban membayar banyaknya harga pesanan yang juga telah
diajukannya yaitu berdasarkan dariPurchase Order Nomor PO/PJI-AK/V/2012/00000026
tertanggal pada 9 Mei 2012, jelas-jelas sekali menimbulkan adnaya kerugian PT. Telkomsel,
yang meskipun dari PT. Telkomsel belum ada tindakan untuk mengambil langkah secara
hukum terhadap pihak Prima melakukan pembayaranpesanan yang telh dilakukan
tersebutakan tetapi tindakan ingkarjanji yang dilakukan oleh PT. Prima Jaya Informatika
mnjadi dasar yang amat penting untuk pihakPT. Telkomsel melakukan penolakan kepada
dua POyang diajukanPT. Prima Jaya Informatika sebulan yang berikutnya, PO pada tanggal
20 Juni 2012 serta jugapada tanggal 21 Juni 2012, serta selain itu juga dtambah dengan
adanya segala tindakan-tidakan wanprestasi dilakukan pihakPT. Prima Jaya Informatika.

Lalupada PT. Telkomsel tentu juag memiliki pendapat bahwa Majelis Hakim Niaga
tentu saja tidak memahami ataupun sangat keliru sekalidi dalam mempertimbangkan
pengertian hutang yang sudah jatuh tempo serta juga dapat ditagih pula.Atas adanya syarat
dari adanya pihak kreditor lain di dalam kasus ini, maka dirasa sangatlah begitu
membingungkan sekali pertimbangan serta juga cenderung ada tindakan kesemena-
menaandalam hukum oleh Majelis HakimPengadilan Niaga terhdap kreditor lain.

Pembuktian yang sederhana, maka sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 8 Ayat
(4) UUKPKPU menjelaskan bahwa adanya permohonan pailit haruslah dikabulkan bila ada
fakta ataupun juga keadaan yang terbukti sederhana bahwa dalam persyaratan untuk
dinyatkan pailitsebagaimana telah termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) telah dipenuhi. Maka
yang dimaksud dengan kata “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adanya
sebuah fakta ada dua ataupun lebih kreditor serta juga fakta utang yang sebagaimana telah
jatuh tempo sertatidak dibayar. Bila persyaratan yang terter a pada Pasal 2 Ayat (1) telah
terpenuhi, permohonan pailit maka haruslah dikabulkan.

Sebagaimana daalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU tentang syarat kepailitan yang
menyatakan bahwa pihak debitor yang memiliki 2 ataupun lebih kreditor sertajuga tidak
membayar yaitu sedikitnya 1 utang yang juga telah jatuh tempo waktu seta dapat ditagh,
dinyatkan pailit dngan putusn Pengadilan, bak atas permohonannyasendiri maupun atas
permohonansatu atau lebih bagi pihak kreditornya. Berdasarkan pada ketentuan yang
tertera didalamPasal 2 Ayat (1) tersebut, bisa disimpulkan permohonan pernyataan pailit
kepada seorang debitor hnya bisa diajukan bila memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :

a. Debitorsterhadap siapaspermohonan itu diajukansharus paling sedikitsmempunyai
dua kreditor,satau dengan kata lainsharus memiliki lebihsdari satuskreditor
b. Debitorstidak membayarslunas sedikitnyassatu utang kepadassalah satu kreditornya

Utangsyang tidak dibayarsitu harus telahsjatuh waktu danstelah dapat ditagihs(due

andspayable).s3

Sebagaimana telah dijelaskan didalam kasus PT. Prima Jaya Informatika berdasarkan
permohonan atas pailitnya penolakan yang dilaksanakan olehPT. PT. Telkomsel kepada PO-
PO (PurchasesOrder) yang diajukan. Atas dari permohonanspernyataan pailit dari pihakPT.
Prima Jaya Informatika tersebut, maka Hakim PengadilansNiaga Jakarta Pusat
telahmemberikan sebuah putusan yaitudidalam eksepsi, menolak adanya eksepsi yng
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diajukn olh PT. Telkomsel untuk seluruhnya,serta juga dalam pokok perkara, mengabulkan
permohonan pernyataan pailit dari pihak PT. Prima Jaya Informatika untuk seluruhnya,
serta juga menyatakan pailit PT. Telkomsel dengn segala akibat hukumnya juga.

Majelis Hakim yang menggunakansdasar dalam pertimbangansPasal 1458 KUHPer,
padahal didalam Pasal 1458 yang merujuk padaspasal yang sebelumnya,syaitu pada Pasal
1457 yang menjelaskan bahwasjual beli merupakan suatuspersetujuan yang dilakukan para
pihak dengan mana yaitu pihak yangssatu mengikatkan dirinyasuntuk menyerahkan suatu
barang, serta juga pihaksyang lainnya untuk bisa membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari definisi jual beli yang sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1457, maka
perjanjiansjual beli yang memiliki sifat konsensuil atau berdasarkan kjuga kepada
kesepakatan, yang sekaligus juga membebankan pada 2 kewajiban, yaitu adalah kewajiban
untuk pihak penjual untuk segera menyerahkan barang, serta juga kewajiban bagi pihak
pembeli untuk segera membayar harga barang, perjanjian jual beli ada 2 sisi hukum perdata,
yakni adlaah hukum kebendaan serta juga hukum perikatan. Disebut demikian karena pada
sisi ilmu hukum kebendaan, yaitu jual beli telah melahirkan adanya hak bagi kedua pihak
atas tagihan, yaitu berupa adanya penyerahan kebendaanataupun barang pada satu pihak,
serta pembayaran harga jual kepada pihak yang lainnya. Lalu Sedangkan jika dilihat dari
sisi seperti perikatan, maka tindakan jual beli yang adalah merupakan suatu bentuk dalam
kesepakatan perjanjian yang sebagaimana telah berhasil melahirkan sebuah kewajiban yang
didalam bentuk penyerahan terhadap objek kebendaan fidusia yang dijual oleh pihak dari
penjual, dan penyerahan sejumlah uang dari pihak pembeli lalu diserahkan kepada pihak
dari penjual. Didalam unsur pokok dalam perjanjian jual beli merupakan barangsdan harga,
dimana antaraspenjual dan pembeli harussada kata sepakatstentang harga dansbenda yang
menjadisobjek jualsbeli. Tanpa adasbarang yang hendaksdijual, tidaksmungkin terjadisjual
beli. Sebaliknya, apabila barang objek dafri jual beli yang tidak dibayarkan dengan suatu
harga, jual beli dianggap tidakada.

Suatu perjanjianjual beli yang sahlahir jika kedua pihak telah setuju (disebut bahasa
hukum consensus) tentang adanya harga serta juga barang. Sifatnya yang konsensuil dari
adanya perjanjian jual beli tersebut sebagaimana telah ditegaskan didalam pasal 1458. Yaitu
dimana dalam 2 pasal tersebut, yaitu syarat aadanya consensus atau kesepakatan yang lahir
dari kedua pihak adalah mutlak. Maka dalam hal iniPerjanjian Kerjasama, yang adlaah
merupakan hasil dari kesepakatan yang terjadi dari PT. Prima Jaya Informatika serta
denganpihak PT. Telkomsel, mengatur adanya hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan juga
ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan juga dengan adanya jual beli produk PT.
Telkomsel, termasuk juga dalam mekanisme pengajuan untuk produk PT. Telkomsel, harus
dijadikan sebagaispedoman. Apalagi jika memperhatikan adanya ketentuan yang paling
dasar dari adanya perjanjian, sebagaimana telah diatur di dalam pasal 1338 KUHPer, yang
sebagaimana telah menyebutkan bahwa semua persetujuan yang disepakati dan dibuat oleh
kedua pihak sesuai dengan undang-undangsberlaku sebagaisundang-undang pedoman
bagi yangsmembuatnya.

Didalam KUHPer pun ada pula beberapa pasal yang telah memproses mengenai
ketentuan tentang perjanjian jual beli yang lainnya dapat menyangkal dasar hukum yang
dipergunakan oleh Majelis Hakim, yaitu pasal 1338, pasal 1513, serta juga pasal 1517. Pasal
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1513 menjelaskan bahwasanyaadanya kewajibansutama yaitu pembeli ialah membayar
harga Lalu

pembelian sebagaimana padaswaktu dan juga ditempatssebagaimana telah ditetapkan
menurutspersetujuan para pihak. Di dalam kasus ini, yaitupada PT. Prima Jaya Informatika
didalam posisinya yaitu sebagai pembeli, mempunyai kewajiban yang utama adalah
membayar harga pembelian bagaimana ditetapkan dalm perjanjian krjasama. Berdasarkan
dari Pasal 1517 memberikan sebuah pengecualian bahwa apabila pembeli tidak mmbayar
sejumlah harga pembelian, penjual dapat menuntut pembatalan pembelian, menurut
ketentuan yang tertera pada pasal 1266 serta juga 1267, dimana didalam pasal 1266 tersebut
menyatakansbahwassyarat yag batalsdianggap slalu dicantumkan dalm persetujuan-
persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenhi kewajibannya,
serta pada pasal 1267 menjelaskan bahwa pihak terhadap siapa saja yang terkait perikatan
tidak dipenuhi, dapat mmilih, bila hal itu masih bisa dilakukan, maka akan memaksa para
pihak yang lainnya untuk memenuhi segala perjanjian, aapakah akan
menuntutspembatalan perjanjian, dan juga disertai pada penggantiansbiaya kerugian serta
juga bunga.

Hakim juga memiliki pendapat “objek jual beli” yaitu berupa voucher serta juga
kartu perdana, termasuk juga dalam barang yang bisa dinilai pula dengan uang, maka
dengan cara tidak diserahkan barang tersebut, maka sesuai juga dengan perjanjian yang
sebagaimana telah disepakati oleh para pihak PT. Prima Jaya Informatika dan juga dengan
pihak PT. Telkomselyang merupakan “utang” dalam arti yang luas,maka dengansdemikian
definisi dari “utang” terszebut telah terpenuhi. Maka tidak ataupun belum adanya approval
dari pihak PT. Telkomsel atasspersetujuans“Purchase Order” yang sebgaaimana telah
diajukan oleh pihak PT. Prima Jaya Informatika maka tidak berakibat pihakPT. Telkomsel
tidak memilikikewajiban untuk menyerahkan barang yang sebgaiamna telah diperjanjikan
dengan pihak PT. Prima Jaya Infromatika pun juga begitu pula dengan alasan pihak PT.
Telkomsel yang minta adanya evaluasiiperjanjian kepadaPT. Prima Jaya Informatika, karena
sifatnya sepihak, jadi harus ditolak.

Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa voucher serta juga kartu perdana yang
adalah objek dari jual beliiperjanjian kerjasamaimemenuhi klasifikasi utang dngan cuma
berdasarkan dari unsur barang yangtdapat dinilai dengan uang. Dalam pasal 1sangka 6
UUK PKPU dijelaskan bahwa pengertian utang yakni kewajiban yang dinyatakan
atausdapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang
asing baik secara langsungsmaupun yang akan timbulsdikemudian haris(kontinjen), yang
timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan
bila tidak dipenuhi memberikan hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari
harta kekayaan debitor Jika menurut pada pasal tersebut, ada beberapa unsur yang harus
terpenuhi agar dapat disebut dengan “utang”,santara lain :

a. Merupakan kewajiban
b. Kewajiban tersebutsdinyatakan atausdapat dinyatakan dalamsjumlah uang baik
mata uangsindonesia maupun mata uangsasing

Dalamipertimbangannya, MajelissHakim menilai vouchersdan kartu
perdanassebagai objek perjanjianskerjasama, yang merupakansisi dari PO. PadahalsPT.
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Prima Jaya Informatika tidak secarastegas menyebutkan bahwasvoucher dan kartu
perdanassebagai dasar utamaspermohonan pailitnya, melainkan yaitu yang
dipermasalahkan paling inti adalah sebagai kewajiban yang disini serupakan sebuah
pelaksanaan dalam perjanjian kerjasama yang telah disepakati, yaitu pemberian approval
kepada PO-PO yang sebagaimana diajukan oleh pihak Prima sendiri yang terdiri
darisvoucher dan kartusperdana. Sehingga, dalam unsursini, selain akan
menganalisaspermasalahan  voucher danskartu perdana, akan dianalisa juga
mengenaisistilah PO  yang  denganstegas  disebut Prima  sebagai  dasar
pengajuanspermohonan pailit.

Mengingat salah satusunsur dari perikatan ataupun juga perjanjian berada di dalam
bidang hukum kekayaan, maka hubungan dari para pihak yang terikat dalam kesepakatn
dalam perikatan harusnya merupakan sebuah hubungan hukum didalam bidang ilmu
hukum harta kekayaan. Maka hubungan hukum yang muncul dari adanya perikatan yaitu
berupa hak serta juga kewajiban itu haruslah mempunyai nilai uang ataupun juga
setidaknya bisa dijabarkan dengan memiliki jumlah uang yang tertentu (didalam hal ini
telah dinyatakan ataupun bisa juga dinyatakan didalam mata uang Indonesia ataupun mata
uang asing).

Dari pihak Prima sendiri telah mendalilkan pemberian approval serta juga
penyediaan produk-produk dari pihak PT. Telkomselyang sebagaimana sesuai
denganipurchase order yang telah diajukan oleh pihakPT Prima Jaya Informatika sebagai
kewajiban bagi pihak PT. Telkomsel. Tetapi didalamiPerjanjian Kerjasamaisendiri tidak
pernahidisebutkanibahwa PT. Telkomsel wajib untuksmemberi approval untukssetiap
purchaseordersyang  diajukan  Prima, padahal diberikannyasapproval  tersebut
merupakanssyarat penting untuksmenuju pada mekanisme selanjutnya. DidalamsPerjanjian
Kerjasama,stepatnya pada Pasal 7.2,stelah diatursbahwa PT. Telkomsel berkewajibansuntuk
menyediakansVoucher Isi Ulang bertema khusus olahraga dalam jumlah sedikit-dikitnya
nomnalnya mencapai 120.000.000 (Seratus duaspuluh juta) yang terdiri darisVoucher Isi
UlangsRp. 25.000,- (dua puluhslima ribu rupiah)sdan voucher isi ulangsRp. 50.000,-(lima
puluh ribu rupiah)ssetiap tahun untuksdijual olehsPT Prima,sdan padaPasal 7.3, PT.
Telkomselsberkewajiban untuk menyediakansperdana Kartu Prabayar bertemaskhusus olah
ragasdalam jumlah sedikit-dikitnya bisa mencapai sejumlah dengan 10.000.000 (sepuluh
juta) dalam setiap tahun untuk bisa dijual oleh pihak Prima. Akan tetapi, adanya sebuah
kewajiban-kewajiban bagi pihakPT. Telkomselstersebut maka barulah muncul setelah pihak
Prima melakukan adanya ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telahidisanggupi oleh
pihak Prima ketika penandatanganan PerjanjiansKerjasama.

Maka dengan demikian, bisadiambil kesimpulan bahwa kewajiban bagi pihakPT.
Telkomsel untuk menyediakansvoucher isi ulangsdan perdana kartusprabayar bertema
khusus olah raga, barulahstimbul dikemudianshari, yaitu setelahsPrima memenuhi
ketentuan-ketentuansyang telah disepakatisdalam PerjanjiansKerjasama.

Mengenaisdalil Prima yangssecara tidak langsungsmenyatakan bahwa pihak dariPT.
Telkomsel wajib untuk memberikanapproval terhadap purchase order yang telah diajukan
oleh pihak Prima, didalam kesepakatan yang dibuat PerjanjiansKerjasama sendiri tidak
adaspasal yang menyebutkansbahwa PT. Telkomselsberkewajiban untuk memberikans
approval terhadap setiap purchasesorder yang diajukan oleh pihak Prima. Kewajiban bagi
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pihak PT. Telkomsel untuksmenyediakan Voucher isi ulang dan perdana kartu prabayar
pun baru timbul setelah beberapa mekanismesyang harus dipenuhi oleh pihak Prima.
Sehingga menurut unsur ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pihak PT. Telkomsel
yaitu selaku debitor, mka tidak wajib untuksmemenuhi itu, selagi pihak dari Prima belum
memenuhi segala kewajibannya yang telahsdisepakati ataupun disanggupi, pada pihak PT.
Telkomsel yang berhak membatasi, mengurangi, atau memberhentikan pasokan salah satu
atau keseluruhan jenis Produk PT. Telkomselsyang dijual atau dipasarkansoleh pihak dari
Prima.

Majelis Hakim memiliki pendapat bahwa tidak atau belum adanya sebiah approval
dari pihak PT. Telkomsel atas dasar persetujuan “Purchase Order” yang sebagaimana telah
diajukan oleh pihak PT Prima tidak berakibat bahwa pihak PT. Telkomsel tidak memiliki
kewajiban untuk menyerahkan barang yang telah diperjanjikan dengan pihak Prima, pun
begitu juga dari alasan dari pihak PT. Telkomsel yang meminta evaluasi perjanjiansterhadap
Prima, karenasbersifat sepihak, makasharus ditolak. Majelis Hakim terlihat hanya
mengindahkan ketentuan pasal 1458 saja yang notabene kurang tepatspenggunaannya,
karena ketentuan-ketentuan hukum perjanjian lainsseperti asaskebebasan berkontraksdan
asas phactassunt servanda samassekali tidak dijadikanspertimbangan. Padahal syaratsdengan
adanya kesepakatansyang ditegaskan dalamspasal 1458 tersebut punstidak dapat berdiri
sendiri tanpa asas ataupun syaratsperjanjian lainya sebagaissuatu serangkaian asas-asas dari
hukum perjanjian Indonesia

Tindakan dari pihak PT. Telkomsel dengan tidaksmemberikan barang atassPurchase
Order (PO) sebagaimana yang dipesan kembali oleh PT.Prima Jaya Informatika (yang
dianggap sebagai utang) adalah dikarenakan PT.Prima Jaya Informatika telah melakukan
Wanprestasi yaitu Tidak Melakukan Pembayaran Terhadap PO NO.PO/PKIAK/
V/2012/00000026 tanggals9 Mei 2012 sebesarsRp4.800.000.000,00 (empatsmilyar delapan
ratus juta Rupiah) Padahal Pesanan PT.Primaslaya Informatika tersebut telah disetujui
(approved)soleh PT. Telkomsel. Dengan faktashukum yang terjadi padasperjanjian kerja
samasini PT.Prima Jaya Informatika terlebihsdulu melakukan wanprestasiskepada PT.
Telkomsel, yangsartinya Majelis hakimstidak dapat serta mertasmenjatuhkan pernyataan
pailit kepadasTermohon pailit yaitu dari pihakPT. Telkomsel.

Yang artinya disini adalah Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang telah
kliru dengan tidak mempertimbangkan dari asas Exceptio Non Adimpleti Contractus. yaitu
hakim telah mengabaikan dari asas hukum "exceptio non adimpleti contractus”. Yang
artinya adalah pihak lawan didalam keadaan lalaiannya, maka dengan itu tidak bisa
menuntut pemenuhan prestasi kepada pihak yang lain. Dalam Asas Exceptio Non
Adimpleti Contractus yaitu Tidak dipenuhinya kontrak (bisa disebut dalam bahasa hukum
yaitu wanprestasi) yang terjadi dikarenakan pihak yang lain juga melakukan
wanprestasi.Ataupun bisa juga berarti bahwa sebagai suatu asas tangkisan, yang dapat
mengatakan bahwa diri sendiri belum berprestasi dan jugadikarenakan bahwa anda tidak
layak untuk menuntut diri saya untuk berprestasi.

Maka dari itu secara Yuridis apabila memang bagi pihak PT.Prima Jaya Informatika
ingin supaya PT. Telkomsel memenuhi segala pesanannya apa yang telah diminta, maka
seharusnya pihak PT.Prima Jaya Informatika tentu juga harus membayar terlebih dahuulu
apa saja yang telah menjadi kewajibannya kepada pihak PT. Telkomsel.
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4. Kesimpulan

a. Putusan  PengadilansNiaga Jakarta  Pusatsdengan  nomorsPUTUSAN  No.

48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST yangsmenjatuhakn putusan pailitsatas PT. Telkomsel
merupakanshal yang sangat kontroversial dimana sangat tidak sesuai dengan hukum
kepailitan yang berlaku di Indonesia. Dari sisi kedudukan hukum para pihak yaitu PT.
Telkomsel dengan pihak dari PT. Prima Jaya Informatikassama-sama memiliki
kewajiban dalam perjanjian timbal baliksakan tetapi Pengadilan NiagasJakarta Pusat
telah keliru sangat keliru dalam memberi penafsiran tentang siapa kreditur dan siapa
debitur sehingga mengakibatkan putusan pailit kepada pihak PT. Telkomsel yang dirasa
tidak adil bagi pihak PT. Telkomsel.

Hakim dari Pengadilan Niaga Jakartas Pusat yang memeriksa dansmemutus perkara
kepailitan tersebut tidak memperhatikan asas Asas Audi etsAlteram Partem, sehingga
kemudian alat-alat bukti dari PT. Telkomsel yang isinya mengenai kejadian fakta yang
sesungguhnya tidak diperhatikan, sehingga Pengadilan Niaga telahslalai karena
didalam Perjanjian kerjasama tersebut ternyata dari pihak PT.Prima Jaya Informatika
telah melakukan Wanprestasi yaitu Tidak Melakukan Pembayaran Terhadap PO
NO.PO/PKIAK/ V/2012/00000026stanggal 9 Mei 2012 sebesar Rp4.800.000.000,00
(empatsmilyar delapan ratus juta Rupiah) Padahal Pesanan PT.Prima Jaya Informatika
tersebut telah disetujui (approved) oleh PT. Telkomsel, sehingga Pengadilan niaga telah
lalai dengan tidak mengedepankan asas hukum "Exceptio Non Adimpleti Contractus".
Yang berartinya pihak lawan dalam keadaan lalai, maka dengan demikian tidak dapat
menuntut pemenuhan prestasi pihak lain.
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